Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pelayanamatikhusus parkir di
Kota Pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan peain
penyelenggaraan tempat khusus parkir terhadap $ordherah dan
kemampuan masyarakat;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang WR&pundonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reiribaerah maka
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 28@ang Retribusi
Tempat Khusus parkir sudah tidak sesuai dan parhad;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dlichpada huruf a dan
b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rstftslayanan Tempat
Khusus Parkir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tal@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecilaiva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tab@®l tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneskauifa 981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8209);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 THati®99 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas datipKiprKolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Td9g® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8fait)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tal2@®94 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lemagara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembarajandeRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tal2@®4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 oNaoh25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimamadiebah yang
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18.

19.

20.

kedua kali dengan Undangndang Republik Indonesia Nomor 12 Taf
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2R0&or 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@v4 )4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tabd®4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Md@; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabh0@9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubtibnesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtigniesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Ta2Q@O tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&dualdbnesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuididniesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nongoifdhun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkatPdlsuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nof3p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NogYotahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tehtakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia TahusB8 I9omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2tf$)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#%iahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran NegapuliRke Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara N85&9);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#doimahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Reputditnésia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repuldi&niesia Nomor
3530);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Non%oiahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraarinBehan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuw@b 20omor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBdoirahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun6é 286mor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Not6&5);

Peraturan Presiden Republik Indonesia NomofFahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&er&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaR0d6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telathdieipgan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tal88 Ientang Fasilitas
Parkir Untuk Umum;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Ta0Q0B tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KBgsuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T200i tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeosdn Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 T2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Katsuf@an Tahun
2008, Nomor 09).



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

N

o

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasurua

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi ddormatika Kota
Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentbidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rdalaipenghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besastgiusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada WajiliritRei serta
pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modglmarupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakulsaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komandgerseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usalik wmkaerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fikoagsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasajgnisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnijembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekiri dentuk usaha tetap.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berapa dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatamyai yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olehriR&ztheDaerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada rdgsadapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangupelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linsagim, yang berada
di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dalbgermukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air kealah jrel dan jalan kabel.
Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor berodadeéngan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau dengan kereta sampangkandaraan
beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang #igaraoleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan bermotor itu.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti ati@ak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutdiggbut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkirdya@diakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Bagamg menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meétak pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribus

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertgang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jakn perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selaygutdisingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanguthigingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayangyselanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mikam jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kneditbusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgé terutang.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghidan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secdnjektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksasik umenguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeraflettdousi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kedentperaturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retdbesah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusalal serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertangoenpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak piddinbidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Petugas pemungut adalah Petugas yang ditetapledn pejabat yang
berwenang untuk menjadi pejabat pemungut retribusi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaagjigaeya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&ai@hPasuruan.
Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotartasu

BAB |1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Khusus rPdiungut retribusi
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempatskpaskir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khysagir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelag@a tempat parkir yang

1)

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pem&ih, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek  retribusi adalah orang pribadi atau badan ngya

menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat kipsks yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayatwdjb membayar
retribusi pada saat memanfaatkan jasa pelayanapatekimusus parkir dan
diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berugraik parkir.

(3) Bentuk dan ukuran karcis parkir sebagaimana dinthisda ayat (2) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB |11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan tempat khusus parkir termasidngan retribusi jasa usaha.
BAB |V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenrsddt@an dan frekuensi
pemanfaatan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUS
Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyar&ribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada @ya adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jaghautersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasaj&ais lokasi parkir, jenis

kendaraan dan frekuensi parkir.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimain@aksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :



Jenislokasi Jeniskendaraan Tarif (Rp.)

parkir
Tidak Menginap
menginap
1 2 3 4
Pelataran 1Bus atau truk; 10.000 / parKir 10.000 / hari
2. Kereta gandengan, kereta 5.000/ parkirf  5.000 / hari
tempel,
3. Alat berat lainnya; 2.000 / parkir,  2.000 / hari
4. Sedan, Jip, Pick up atau 2.000/ parkir,  2.000 / hari
sejenisnya

5. Kendaraan roda 2 (dua) 1.000/ parkir  1.000 / hari
atau roda 3 (tiga)

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempelayanan tempat khusus
parkir diberikan.

(1)
(2)
)

(4)
(5)

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR: aekumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanalkdind pada ayat (1)
berupa karcis.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak merydratepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratififeerounga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang daegiyyang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dintakada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

Bentuk dan ukurakarcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diahgate
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimakswuahd®asal 10 ayat (1) disetor
ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

Pasal 12

Tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemungatabusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lahjhtldengan Peraturan Kepala
Daerah.



BAB I X
MASA RETRIBUS
Pasal 13

(1) Masa retribusi berlangsung pada saat subjek reirifhbamanfaatkan pelayanan
tempat khusus parkir.
(2) Retribusi terutang berlangsung pada masa retribusi.

BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Subjek retribusi membayar retribusi di lokasi palegn parkir di tempat
khusus parkir kepada petugas pemungut atau di telapayang ditentukan
oleh Kepala Daerah.

(2) Wajib Retribusi menyetor retribusi terutang kepaBlandahara Pembantu
Penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Wajib Retribusiyang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dumlaks
dalamPasal 14 ayat (2) diberikan surat teguran, sunahgetan atau surat
lain yang sejeni

2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lairg ysjenissebagaimana
dimaksud pada ayat (1sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatiljptempo pembayarz

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggemhisteguran atau sut
peringatan atau surat lain yasejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang teruta

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat laig gajenis sebagaimana a
(1) dikeluarkan olelKepala Daerah atau Pejabat.

Pasal 16
(1) Penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak meimiekewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Hdakudengan
menggunakan STRD.

(2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada(Bydiatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi meanjeedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak $aaitangnya retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidadii bidang retribusi.



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaaldiud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiilbaik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaam@imaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak t@ngdgerimanya Surat

Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsunggagbana dimaksud pada ayat

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadgrarmenyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyaad@pPemerintah

Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak larggsebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuamodionan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatawajéhRetribusi.

BAB XIlI1
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagihgil karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghajtistang retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yamdplts kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan katae hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atdwrden lain yang

dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam kmahadonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiingpdama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika WaRetribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatmlibé karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dirdgkada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atlwdsaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban bagan Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lanf@n@m) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusas kéberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kedrerat

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatddlala untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kel@rgang diajukan harus
diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapapd menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnybuReylang terutang.
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, k&rergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamivddaian bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (élespbulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada a&yalilfitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, WajibriBesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lamgam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memideiaitusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputupanmohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikahulkan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lanfaatu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Raitsb lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (&yatangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBegribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribbsigggmana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lam#&d@a) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rairtilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalamawebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaranibeeielpembayaran
Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaratmibR&® sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturanl&&zerah.

BAB XVI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI/SANK S|

Pasal 23

(1) Kepala Daere dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan dalam -hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sagksin

(2) Pemberiarpengurangan atau keringanan sebagaimana dimakdadagat
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan VRetribusi.

(3) Pembebasan Retribusi :agaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retrib

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayail diatur dengan Peraturan Kepala
Daeral.



BAB XVII
PEMERIKSAAN
Pasal 24

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaatuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam eangklaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeraetdidasi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atdatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bertgasu dengan
objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat @@ngan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kekamgemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur derfgmaturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retritaysat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pyata(h) ditetapkan dalam
APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan inseatifgaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XIX
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Hasil dari penerimaan Retribusi dimanfaatkantuk meningkatkan
pelayanan tempat khusus parkir.

(2) Besaran alokasi pemanfaatan sebagaimana dichglexia Ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Ling@an Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk noddak penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kisuné dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (lpladzejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah @heyang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuatunaeérgerundang-
undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padgByadalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneligrkagan atau

10



laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidartgblsi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebifklgndan jelas;

b.  meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangangerai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan geadgikan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oranigagir atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidamip&sat

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain besgertkengan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bdludat
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta ni@laku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pehalesa tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoramgnggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbang
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dakuyang
dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tingidiana
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya digeriksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaacgpenyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentpanaturan
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Nag&tepublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddtedang-Undang
Hukum Acara Pidana.

—

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@sghingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling Brtega) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahriRasi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan retdibalssanakan oleh Dinas.
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Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsépanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturaal&Baerah.

Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makatitan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Terkpasus parkir
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomodi&but dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk@ngundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah Kota
Pasuruan.
Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 12 Oktober 2012
WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Oktober 203C

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Drs.H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,

NOMOR 14

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,
12
SUDIONO, SH.M.HUM
Pembina Tk.I
NIP19570216 198603 1 006




PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiapanyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fagilitalgk. Oleh karena itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberag2e¢al Asli Daerah baik berupa

penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yanggater tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Iaed@Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabeht)ndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetriDaerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka perakeain Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khupaskir yang pembentukannya
berpedoman pada Undang-Undang Republik IndonesrmaoNd8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Rkgdadonesia Nomor 34 Tahun 2000
perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dal@asal ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir d
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakah pa
pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan wajib retribusi dalam ayat ini
adalah petugas pemungut.
Pasal 15 s/d Pasal 32 . Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 11
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